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ABSTRAK

MITA SAPUTRI, Analisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap
Belanja Modal Sesuai Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pada SD Negeri 78
Palembang.(Dibawah bimbingan Ibu Mety Zuliyana.SE.,M.Si.,Ak.,CA dan
Ibu Ernawati,SE.,AK.MM)

SD Negeri 78 Palembang adalah sekolah negeri yang mendapat dana
bantuan operasional sekolah dari pemerintah untuk keperluan operasional sekolah.
Sehubungan dengan itu, skripsi ini membahas pemotongan pajak pertambhan nilai
atas pembelian dari kegiatan operasional sekolah. Adapun tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui apakah tarif pajak pertambahan nilai yang diterapkan
apakah sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, bahwa pungutan PPN
(Pajak Pertambahan Nilai) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
telah dicantumkan di faktur penjualan maka bendahara sekolah tidak lagi
melakukan pungutan atau potongan PPN (Pajak Pertambahan Nilai); Kedua
Apabila penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) bukan
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka pemngutan, penyetoran dan
pelaporan dilakukan oleh bendahara pemerintah dalam hal ini adalah bendahara
SD Negeri 78 Palembang. Analisa data yang dikemukan oleh penulis terjadi
kesalahan pemotongan Pajak Pertambahan Nlilai (PPN) oleh bendahara sekolah.
Penerapan tarif PPN 11% tidak sesuai dengan undang-undang Tarif yang sesuai
dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah 10%; Ketiga Kesalahan
penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengakibatkan kelebihan setoran
pajak.

Maka penulis memeberikan saran kepada pihak sekolah Agar tidak terjadi
kesalahan dalam pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebaiknya
diselenggarakan Bimbingan Teknis bagi bendahara selaku pemungut Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) oleh instansi terkait agar bendahara memahami
penerapan tarif yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang belaku dan
sebaiknya bendahara melakukan perbaikan SPT dan PPN setelah itu membuat
surat pengajuan pemindahbukuan atas SPT PPN yang lebih setor ke Kantor
Pelayan Pajak agar dikompensasikan ke pembayaran SPT PPN berikutnya.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai
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ABSTRACT

SD Negeri 78 Palembang is a public school that receives school
operational assistance funds from the government for school operational needs.
In this connection, this thesis discusses the deduction of value added tax on
purchases from school operational activities. The purpose of this study is to
determine whether the value added tax rate applied is in accordance with Law
Number 42 of 2009

The results of this study are as follows: First, that the VAT (Value Added
Tax) collection made by the Taxable Entrepreneur (PKP) has been included in the
sales invoice, so the school treasurer will no longer charge or deduct VAT (Value
Added Tax); Second, If the delivery of Taxable Goods (BKP) or Taxable Services
(JKP) is not carried out by a Taxable Entrepreneur (PKP), the collection, deposit
and reporting are carried out by the government treasurer, in this case the
treasurer of SD Negeri 78 Palembang. The data analysis presented by the author
was that there was an error with the value added tax (VAT) by the school
treasurer. The application of the 11% VAT tariff is not in accordance with the
law. The tariff in accordance with Law Number 42 of 2009 is 10%; Third, the
mistake in applying the Value Added Tax (VAT) rate has resulted in an
overpayment of taxes.

So the authors provide suggestions to the school's party so that there are
no errors in the collection of Value Added Tax (PPN), it is better if Technical
Guidance is held for the treasurer as the collector of Value Added Tax (PPN) by
the relevant agencies so that the treasurer understands the application of rates in
accordance with the applicable laws and regulations. and it is advisable for the
treasurer to revise the SPT and VAT after that make a transfer submission letter
for the SPT VAT that is more deposited at the Tax Servant Office to be
compensated for the next SPT VAT payment.

Keywords: Value Added Tax
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas rutin negara dan
melaksanakan pembangunan tersebut negara sangat membutuhkan dana untuk
membiayai pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana. Agar tidak
tergantung pada hutang luar negeri, maka pembiayaan pembangunan diupayakan
untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu diperlukan usaha yang
sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan

yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Definisi pajak menurut S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi menyatakan
(2013:1) adalah sebagai berikut :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik
dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Pajak terbagi menjadi dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tidak
langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri
oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain

atau pihak lain. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak tidak



langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dikenakan pada setiap proses pembelian
barang dan jasa dengan jumlah diatas satu juta rupiah. Penerapan tarif Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembelian barang dalam laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah disebut
dengan belanja modal. Dalam hal ini, SD NEGERI 78 Palembang melakukan
pembelian barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan

menggunakan Dana Bantuan Operasional.

Definisi Pajak Menurut Resmi (2012:1) , menyatakan :

“Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Undang-undang No. 8
tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
No.11 Tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000, dan
terakhir Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009”

Pihak yang melakukan pemotongan pajak dan pemungutan pajak atas
pegeluarannya yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Bendahara Pemerintah. Sebagai
pihak yang melakukan pemotongan pajak dan pemungutan pajak, bendahara
pemerintah juga harus mengetahui aspek-aspek yang menyangkut perpajakan,
terutama yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemotongan dan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan pemotongan dan
pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah pada belanja modal

yaitu meliputi setiap pembelian barang-barang yang digunakan untuk keperluan



sekolah yang bukan pembelian barang habis pakai dengan nilai harga diatas satu
juta rupiah. Setiap pembelian barang-barang untuk keperluan sekolah

menggunakan dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS).

Pajak yang dipungut atau dipotong oleh bendahara salah satunya adalah
Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal ini pemotongan dan pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai yang dipotong oleh bendahara di SD Negeri 78 Palembang
untuk setiap pembelian barang-barang keperluan sekolah dan jasa dengan nilai
diatas satu juta rupah ditetapkan dengan nilai tarif sebesar 11%. Sedangkan tarif
Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009
adalah sebesar 10%. Dalam hal ini bahwa penerapan tarif pajak yang dipotong
dan dipungut oleh bendara terjadi kesalahan. Penerapan tarif pajak yang salah

menyebabkan kelebihan yang dilakukan pada penyetoran pajak.

Berdasarkan penjelasan yang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian ini  dengan mengambil judul <“Analisa Perhitungan Pajak
Pertambahan Nilai Terhadap Belanja Modal Sesuai Undang-Undang No.42
Tahun 2009 Pada SD Negeri 78 Palembang”.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis
merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu, Bagaimana perhitungan pajak
pertambahan nilai terhadap belanja modal sesuai undang-undang no.42 tahun
2009 pada SD Negeri 78 Palembang.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah terjadi sebelumnya, maka tujuan dalam
penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa perhitungan pajak
pertambahan nilai terhadap belanja modal sesuai undang-undang no.42 tahun
2009 pada SD Negeri 78 Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi semuai pihak, diantaranya :

1) Bagi Sekolah
Sedikit banyaknya dapat memberikan masukan atau saran-saran yang
lebih baik bagi sekolah agar benar-benar dapat menerapkan tarif pajak
pertambahan nilai pada belanja modal sesuai dengan peraturan undang-
undang yang berlaku.

2) Bagi penulis
Dapat memberikan pengalaman dan menambahkan pengetahuan

khususnya tentang pajak pertambahan nilai.
3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk melakukan

penelitian lebih lanjut dari apa yang ditulis.
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